BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari uraian dalam Bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal

berikut :

1. Faktor-faktor.yang menyebabkan masyarakat di Kabupaten Sijunjung menolak
transaksi menggunakan Rupiah logam sebagai berikut :

a. Faktor Efisiensi

Tidak adanya harga penjualan dengan nilai Rp 100,00 (seratus Rupiah)
dan/atau Rp 200,00(dua ratus Rupiah) karena harga penjualan digenapkan seperti
Rp 1000,00 (seribu Rupiah) dan/atau Rp 1500,00 (seribu lima ratus Rupiah), dan
kecilnya nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp 200,00(dua ratus
Rupiah) dibandingkan dengan harga barang sehingga menyebabkan kesulitan
dalam penggunaannya sehingga jika menggunakan uang tersebut akan

membutuhkan jumlah yang banyak:
b. Faktor Sosial

Sebagian masyarakat banyak tidak memperlakukan uang tersebut dalam
transaksi pembayaran sehingga sebagian masyarakat yang lain juga ikut untuk

tidak menggunakan uang tersebut.

c. Faktor Peredaran Uang Logam



Uang logam nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp
200,00 (dua ratus Rupiah) sulit dan jarang di Kabupaten Sijunjung sehingga
hilang di peredaran.

d. Faktor Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga sebagian masyarakat
menganggap uang logam nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau
Rp 200,00 (dua ratus Rupiah); ttidak; berlaku, dalam melakukan transaksi

pembayaran.

2. Pelaksanaan pengawasan oleh Bank Indonesia dalam sistem pembayaran
terkait adanya penolakan pembayaran dengan Rupiah logam yaitu :

Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen dalam
menjalankan tujuan menjaga nilai uang tetap stabil terhadap harga barang dan
nilai uang asing dan memiliki tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran baik tunai maupun non tunai. Sistem pembayaran tunai, Bank
Indonesia memiliki wewenang penuh untuk mengeluarkan uang Rupiah serta
mencabut, menarik dan memusnakan uang-peredaran.

Bank Indonesia memiliki tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran baik tunai maupun tunai tetapi dalam hal penolakan yang terjadi pada
masyarakat dalam transaksi pembayaran dengan Rupiah Logam di Kabupaten
Sijunjung bukan lagi pengawasan Bank Indonesia dikarenakan sudah masuk ranah
hukum pidana.

Bank Indonesia hanya melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang

diberikan izin oleh Bank Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan dengan 2



(dua) metode yaitu secara langsung (On site) dan tidak langsung (Off Site).
Pengawasan tidak langsung dilakukan terhadap laporan yang disampaikan kepada
Bank Indonesia dan untuk pengawasan langsung dilakukan dengan cara

pemeriksaan ke lokasi pihak yang diberi izin.

B. Saran

1. Masyarakat Kabupaten Sijunjung harus tetap mempergunakan mata uang
Rupiah logam dalam ‘transaksi pembayaran terutama jual beli dengan tidak
menolak Rupiah dengan maksud pembayaran dengan beberapa alasan
dikarenakan mata uang Rupiah logam Rp 100,00 (seratus Rupiah) dan/atau Rp
200,00 (dua ratus Rupiah) masih alat pembayaran yang sah sebagai
pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi selama
belum dicabut dan ditarik dari edaran oleh Bank Indonesia.

2. Bank Indonesia tetap berkewajiban dalam melakukan pengawasan seperti
pencegahan dan penanggulangan terhadap penolakan Rupiah dalam transaksi
pembayaran walaupun telah masuk ranah hukum pidana seperti halnya
pemalsuan Rupiah atau uang palsu.-Hal tersebut dikarenakan Bank Indonesia
memiliki tujuan dalam mencapai dan kestabilan nilai Rupiah baik terhadap
harga barang maupun nilai uang asing dan memiliki tugas dalam mengatur dam
menjaga kelancaran sistem pembayaran terutama pembayaran tunai. Dengan
tidak adanya pengawasan terhadap penolakan tersebut tentu akan berdampak
terhadap inflasi pada harga barang, kerugian pada negara dalam pengelolaan
Rupiah seperti pencetakan dan pengeluaran Rupiah yang tidak sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan memperluas penolakan pembayaran Rupiah di



daerah-daerah lain. Dan tentu akan berdampak terhadap kepercayaan
masyarakat Indonesia terhadap Rupiah dan akan berdampak pada kepercayaan
masyarakat Internasional terhadap Rupiah dan perekonomian nasional pada
umumnya untuk melindungi martabat Rupiah.

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang harus direvisi
dikarenakan pengaturan tentang larangan dan ketentuan pidana dalam menolak
menerima Rupiah sebagai pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam
melakukan transaksi ‘pe.mbayarvan masih belum rinci dan jelas. Hal tersebut di
jelaskan sebagai berikut :

a. Larangan penolakan Rupiah yang dijelaskan pada Pasal 23 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang bisa
ditafsirkan dalam penolakan mata uang Rupiah kertas dan/atau mata
uang Rupiah logam. Penolakan Rupiah yang terjadi pada mata uang
Rupiah logam dengan nilai nominal kecil tidak akan seimbang dengan
ketentuan pidana yang dijelaskan pada Pasal 33 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Maka perlu adanya
revisi Undang-Undang agar lebih rinci-dan’ jelas pembagian kategori
ketentuan pidana terhadap penolakan Rupiah dalam transaksi
pembayaran berdasarkan besar dan kecil nilai nominal uang
pelanggaran yang dilakukan.

b. Tidak adanya kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2011 tentang mata uang dikarenakan penolakan pembayaran

menggunakan Rupiah tidak hanya orang perorangan tetapi juga



termasuk masyarakat banyak sehingga tidak adanya kepastian hukum
dalam penegakan hukum dengan subjek hukum masyarakat banyak.

Ketentuan pidana yang diberikan terhadap penolakan pembayaran
menggunakan Rupiah tidak sesuai dengan penolakan pembayaran
menggunakan mata uang Rupiah nilai nominal di bawah Rp 1000,00
(seribu Rupiah) dan pidana merupakan cara terakhir yang dilakukan
atau disebut Ultimatum Remedium. Sehingga dalam hal penolakan
pembayaran ‘m.e'nggunvakan Rupiah dengan nilai nominal kecil
seharusnya ada tindakan administrasi sebelum tindakan pidana
dilakukan yang mana dapat merugikan negara dalam pengeluaran

terutama dalam proses sistem peradilan pidana.



